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Pelaksanaan perlindungan hukum dan pengawasan terhadap tenaga kerja 
haruslah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku yaitu undang-
undang nomer 13 tahun 2003 undang-undang ketenagakerjaan dan Pemerintah 
mempunyai kebijakan untuk melindungi tenaga kerja serta pemerataan 
kesempatan kerja di berbagai bidang. Hal ini disebabkan karena rakyat Indonesia 
juga memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga perlu dilindungi 
hak-haknya yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi dirinya maupun keluarganya, seperti yang tertuang 
dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.  
Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mendeskripsikan Peran Dinas 
perindustrian dan Tenaga Kerja kabupaten brebes dalam melindungi tenaga kerja 
diwilayah kabupaten brebes. (2) Untuk Menganalisis apa saja hambatan dinas 
perindustrian dan tenaga kerja kabupaten brebes dalam melindungi tenaga kerja 
diwilayah kabupaten brebes. 
Jenis Penelitian Ini adalah  Penelitian Lapangan (Filed Research), yaitu 
Penelitian yang Menggunakan data Primer. Sumber Datanya Dapat di Peroleh 
Melalui observasi, penyebaran angket, wawancara, dan partisipan. 
Pendekatan dalam penelitian ini bersifat Normatif-Empiris dengan 
menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan 
dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaannya yang berkaitan dengan 
permasalahan yang akan diteliti. Melalui metode ini pula, penulis akan 
menguraikan dan menggambarkan mengenai fakta-fakta yang secara nyata terjadi 
dalam pelaksanaan perlindungan secara hukum terhadap tenaga kerja di wilayah 
Kabupaten Brebes. 
Upaya yang dilakukan dinas perindustrian dan tenaga kerja kabupaten 
brebes adalah mendaftarkan seluruh tenaga harian lepas (THL) kabupaten brebes 
dalam asuransi ketenagakerjaan, dan penyusunan regulasi untuk kepentingan 
perlindungan tenaga kerja seperti perjanjian kerja sama (MoU) dilaksanakan 
sebagaimana amanah undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem 
jaminan sosial (SJSN) dan undang-undang nomer 24 tahun 2011 tentang badan 
penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS). BPJS Ketenagakerjaan ditunjuk sebagai 
penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyelanggarakan program 
jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan 
pensiun 








 The implementation of legal protection and supervision of labor must be 
in accordance with applicable labor regulations, namely law number 13 of 2003, 
labor law and the Government has a policy to protect labor and equal employment 
opportunities in various fields. This is because the Indonesian people also have 
dignity and dignity as human beings, so that their rights need to be protected, one 
of which is the right to get decent work and livelihood for themselves and their 
families, as stated in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution. 
 This study aims: (1) To describe the Role of the Department of Industry 
and Manpower of the Brebes Regency in protecting labor in the Brebes Regency 
area. (2) To analyze what are the obstacles of the Brebes Regency industrial and 
labor service in protecting the workers in the Brebes Regency. 
 This type of research is Field Research (Filed Research), which is 
Research Using Primary Data. Data Sources Can Be Obtained Through 
observation, questionnaires, interviews, and participants. 
 The approach in this research is Normative-Empirical by describing the 
applicable laws and regulations and is associated with legal theories in their 
implementation relating to the issues to be examined. Through this method also, 
the author will describe and describe the facts that actually occur in the 
implementation of legal protection of labor in the Brebes Regency. 
 Efforts made by the Brebes Regency Industry and Manpower Office are 
to register all loose daily laborers (THL) in the Brebes Regency in labor 
insurance, and formulation of regulations for the benefit of labor protection such 
as cooperation agreements (MoUs) implemented as mandated by Law number 40 
of 2004 regarding the social security system (SJSN) and law number 24 of 2011 
concerning the social security organization (BPJS). BPJS Employment is 
designated as the provider of employment social security which organizes work 
accident insurance, death insurance, old age insurance, and pension insurance 
programs. 
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A. Latar Belakang 
Pemerintah Indonesia saat ini tengah giat melaksanakan pembangunan 
dalam semua bidang. Pembangunan yang menjadi pusat perhatian Pemerintah saat 
ini diperioritaskan terhadap pembangunan ekonomi, baik ekonomi kecil, mikro 
maupun pembangunan ekonomi makro, bahkan pembangunan ekonomi yang 
sedang getol dikembangkan adalah pengembangan ekonomi dalam skala 
internasional dan global.  
Seiring dengan pengembangan pembangunan dalam bidang ekonomi, 
Pemerintah Indonesia banyak melakukan pembaharuan pranata hukum dengan 
tujuan untuk menselaraskan dengan program Pemerintah yang dikemas dalam 
konsep Nawakcita. Pembaharuan terhadap pranata hukum mencakup 3 (tiga) 
aspek yaitu aspek substansi hukum, aspek struktur hukum dan juga aspek kultur 
hukum. Pembaharuan 3 (tiga) aspek tersebut, ditujukan untuk tercipta suatu 
mekanisme kerja secara sinergis. Pembangunan hukum harus diselenggarakan 
sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian 
hukum serta mewujudkan suatu tata hukum nasional yang mengabdi pada 
kepentingan nasional.  
Dalam derap pembangunan bidang ekonomi, pemerintah juga melakukan 
rasionalisasi dan harmonisasi sistem hukum nasional yaitu dengan cara melakukan 
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pembaharuan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu instrumen 
untuk memandu jalannya pembangunan sektor ekonomi sekaligus menjaga 
stabilitas dan menjamin kepastian bagi pelaku bisnis. Dalam hal yang demikian, 
maka pemebentukan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, mulai dari 
tingkat nasional sampai dengan peraturan daerah, diniatkan untuk medukung 
pembangunan sektor perekonomian mulai dari level nasional, regional sampai 
dengan tingkat pemerintahan daerah. 
Pembangunan nasional dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air dan 
tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk 
seluruh masyarakat, serta benar-benar harus dapat dirasakan seluruh rakyat 
sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan 
cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.  
Sejak negara ini didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari bahwa 
pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara sebagaimana diamanatkan 
dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
1
  
Untuk melaksanakan mandat konstitusi tersebut, Pemerintah mempunyai 
kebijakan untuk melindungi tenaga kerja serta pemerataan kesempatan kerja di 
berbagai bidang. Hal ini disebabkan karena rakyat Indonesia juga memiliki harkat 
dan martabat sebagai manusia, sehingga perlu dilindungi hak-haknya yang salah 
satunya adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak 
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bagi dirinya maupun keluarganya, seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) 
UUD 1945.  
Tenaga kerja merupakan elemen yang sangat penting, yakni menjadi pilar 
penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha untuk 
mewujudkan visi, misi dan tujuan perusahaan. Sumber daya ini harus dipastikan 
dikelola dengan sebaik mungkin.  
Dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja agar mampu memberi 
kontribusi secara optimal pada upaya pencapaian tujuan perusahaan, maka kepada 
tenaga kerja dirasakan perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan 
peningkatan kesejahteraannya.  
Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
menyebutkan bahwa: 
1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan 
atas: 
a. keselamatan dan kesehatan kerja; 
b. moral dan kesusilaan; 
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta 
nilai-nilai agama. 
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan 
produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan 
dan kesehatan kerja. 
3. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan 




Keberadaan tenaga kerja semakin diperhatikan, mengingat besarnya 
kontribusi bagi kelangsungan hidup suatu negara. Tenaga kerja dalam 
menjalankan pekerjaannya juga mempunyai suatu tanggung jawab yang besar. 
Tanggung jawab ini juga akan melahirkan suatu risiko. Risiko tersebut terdapat 
dalam berbagai bidang, dan jika dilihat dari sudut “akibatnya” dapat digolongkan 
dalam dua kelompok utama yaitu risiko fundamental dan risiko khusus. Risiko 
fundamental ini sifatnya kolektif dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti 
risiko politis, ekonomis, sosial, hankam, dan internasional, sedangkan risiko 
khusus sifatnya lebih individual karena dirasakan oleh perorangan, seperti risiko 
terhadap harta benda, terhadap diri pribadi, dan terhadap kegagalan usaha.
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Selain itu, dari segi objek yang dapat terkena risiko, menurut Emmy 
Pangribuan Simanjuntak, risiko terdiri dari: 
a. Risiko perorangan (personal risk); 
b. Risiko harta kekayaan (property risk);  
a. Risiko tanggung jawab (liability risk).3 
Ketiga jenis risiko tersebut ada yang mempunyai hubungan dengan 
jaminan sosial tenaga kerja, yaitu risiko perorangan. Dikatakan sebagai risiko 
perorangan karena risiko jenis ini menyangkut saat kematian atau saat seseorang 
tidak mendapatkan penghasilan yang biasa diperoleh. Risiko jenis ini timbul baik 
karena seseorang itu sakit, kecelakaan, atau meninggal dunia.  
                                                          
2
 Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Cet 4, Jakarta: Grafindo Persada, 
2002, hlm. 77 
3
 Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Jamsostek. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 
2008,  hlm, 24 
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Berangkat dari ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 di atas, berbicara 
tentang perlindungan dan hak warga negara Indonesia dalam hal pekerjaan dan 
keseluruhan penunjang kehidupan, dengan ukuran kriterianya adalah layak bagi 
kemanusiaan. Ketentuan ini sangat penting bagi kelangsungan hidup dan 
kehidupan  bagi setiap warga negara secara layak sebagai tanggung jawab negara 
terhadap warga negaranya. 
Dari ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 ini menunjukkan bahwa 
negara (Pemerintah dan hal ini termasuk Pemerintah Daerah) memiliki kewajiban 
dan tanggung jawab untuk  menyediakan pekerjaan dengan penghasilan layak dan 
sarana penghidupan yang layak untuk ukuran kemanusiaan atau dengan kata lain 
setiap warga negara harus ada dalam batas hidup sejahtera. 
Untuk merealisasikan mandat konstitusi tersebut, Pemerintah telah 
berupaya untuk menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan 
menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya untuk 
melindungi seluruh warga negara Republik Indonesia, termasuk Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa perlakuan buruk banyak sekali dialami oleh 
TKI baik secara fisik maupun pshikis, seperti penganiayaan, pelecehan seksual, 
tidak diberi upah oleh majikannya dan perlakuan buruk lainnya. 
Melihat fenomena tersebut, Pemerintah dalam hal ini juga Pemerintah 
Daerah perlu melakukan upaya konkrit untuk melindungi kepentingan seluruh 
warga negara Indonesia. 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai : 
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Peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes Dalam 
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja di Wilayah Kabupaten Brebes 
 
B. Rumusan Masalah 
       Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti adalah : 
1. Bagaimana peran Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kabupaten Brebes 
dalam melindungi Tenaga Kerja di wilayah Kabupaten Brebes ? 
2. Apa saja hambatan Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kabupaten Brebes 
dalam melindungi Tenaga Kerja di wilayah Kabupaten Brebes ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
       Tujuan penulis meneliti permasalahan di atas adalah : 
1. Untuk mendeskripsikan upaya dan peran Dinas perindustrian dan tenaga kerja 
Kabupaten Brebes dalam melindungi Tenaga Kerja di wilayah Kabupaten 
Brebes; 
2. Untuk Menganalisis hambatan Dinas perindustrian dan tenaga kerja 
Kabupaten Brebes dalam melindungi Tenaga Kerja di wilayah Kabupaten 
Brebes. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut : 
1. Kegunaan secara teoritis 
diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dalam pembaharuan hukum ketenagakerjaan, utamanya 
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dalam pembaharuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 
2. Kegunaan secara praktis 
diharapkan hasil penelitian dapat digunakan oleh Pemerintah dalam 
membuat kebijakan bidang ketenagakerjaan untuk melindungi 
kepentingan tenaga kerja secara umum, khususnya tenaga kerja 
Indonesia yang berada di luar negeri, dikarenakan mereka pun sama 
sebagai warga negara Indonesia. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
       Adapun penelitian ini berdasarkan pada beberapa referensi yang telah dibuat 
sebelumnya. Beberapa penelitian tersebut sebagai berikut :  
1. Musdalifah, “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Fungsi Dan Tugas Dinas 
Sosial Dan Tenaga Kerja Dalam Pengawasan Hubungan Kerja Di 
Kabupaten Pangkep” Prodi Hukum Administarasi Negara Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017. Dalam Skripsi Ini 
Dipaparkan tentang pelaksanaan Fungsi dan tugas dinas sosial dan 
tenaga kerja dalam pengawasan kerja dan beserta faktor-faktor yang 
menghambat pelaksanaan tersebut.
4
 sedangkan skripsi yang saya buat 
menjelaskan tentang peran dinas perindustrian dan tenaga kerja 
kabupaten brebes dalam perlindungan hukum tenaga kerja diwilayah 
kabupaten brebes, dalam hal ini mempunyai persamaan yaitu 
                                                          
4
  Musdalifah, Tinjauan Hukum Pelaksanaan Fungsi Dan Tugas Dinas Sosial Dan 
Tenaga Kerja Dalam Pengawasan Hubungan Kerja Di Kabupaten Pangkep, Universitas 
Hasanuddin Makassar, 2017, hlm.55 
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membahas tentang peran dinas tenaga kerja dimasing-masing wilayah 
berdasarkan kebijakan yang ada. 
2. Putri Nursila Delima, “Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Perlindungan 
Tenaga Kerja Di Kabupaten Bintan Tahun 2014” Fakultas Ilmu Sosial 
Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2017. Dalam 
Jurnal ini dipaparkan untuk menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa 
diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan 
pekerja.
5
 dan dalam judul skripsi yang saya buat melingkup pada peran 
dinas perindustrian dan tenaga kerja dalam perlindungan hukum dan 
hambatannya dalam melindungi tenaga kerja, dalam hal ini 
mempunyai persamaan tentang pembahasan perlindungan tenaga kerja 
dimasing-masing wilayah. 
3. Rakhmad Aulia Abidin, “Pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi Terhadap Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2014 Di 
Kabupaten Jepara” Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 
2015. 
Dalam Skripsi Ini Dipaparkan mengenai pengawasan dinas sosial tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Terhadap Pelaksanaan Upah Minimum.
6
 Dan 
dalam skripsi yang saya buat Meliputi Tentang Peran Dinas perindustrian 
dan tenaga kerja Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja. 
 
                                                          
5
 Delima, Putri Nursila, Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Perlindungan Tenaga Kerja 
Di Kabupaten Bintan Tahun 2014, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2017, hlm.11 
6 Abidin, Rakhmad Aulia, Pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 
Terhadap Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2014 Di Kabupaten Jepara, Fakultas Hukum 
Universitas Negeri Semarang, 2015, hlm.57 
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F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Filed Research), yaitu 
Penelitian yang Menggunakan data Primer. Sumber Datanya Dapat di 
Peroleh Melalui observasi, penyebaran angket, wawancara, dan 
pasrtisipan. 
Pendekatan dalam penelitian ini bersifat Normatif-Empiris dengan 
menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaannya yang berkaitan 
dengan permasalahan yang akan diteliti. Melalui metode ini pula, penulis 
akan menguraikan dan menggambarkan mengenai fakta-fakta yang secara 
nyata terjadi dalam pelaksanaan perlindungan secara hukum terhadap 
tenaga kerja di wilayah Kabupaten Brebes. 
2. Sumber Data 
Data yang diguanakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Analisis : deskriptifanalisis. 
a. Data Primer atau data asli yaitu data yang diperoleh secara langsung 
dari sumbernya oleh penulis dan belum diolah baik secara kualitatif 
maupun kuantitatif oleh peneliti sebelumnya. 
b. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang telah tersedia, atau data yang telah 
diolah/dianalisis. Data sekunder ini meliputi : 
1) Bahan hukum primer : 
10 
 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
2) Bahan hukum berupa buku-buku pustaka, hasil penelitian, karya 
ilmiah ilmu hukum, jurnal hukum serta dokumen-dokumen yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti atau yang sesuai dengan 
objek kajian; 
3) Bahan tertier yaitu : 
a) Bibiografi; 
b) Ensklopedi; 
c) Kamus Umum Bahasa Indonesia; 
d) Kamus Hukum; 
e) Website. 
3. Metode Pungumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara : 
a. Data primer 
Pengumpulana data primer dilakukan dengan cara wawancara dan 
observasi. Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang dipilih adalah 
dalam bentuk “wawancara terstruktur” dan “wawancara tak terstruktur”. 
Wawancara terstruktur yaitu menetapkan sendiri masalah dan 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Sedangkan wawancara tak 
terstruktur adalah wawancara dimana peneliti mengajukanpertanyaan 
11 
 
secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh susunan pertanyaan 
yang telah dipersiapkan sebelumnya.
7
 
b. Data sekunder 
Data sekunder didapatkan melalui penelusuran kepustakaan (library 
research) terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen 
atau catatan, literatur, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 
4. Metode Analisis Data 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu 
data yang telah tersusun dalam bentuk kalimat (uraian), dianalisis 
secara teratur, runtun, logis, berdasarkan pada ketentuan hukum positif, 
asas-asas hukum, kaidah hukum serta doktrin ilmu hukum.  
 
G. Sistematika Penulisan 
       Sistematika penulisan Skripsi sebagai berikut: 
       Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang : Latar 
Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan penelitian; Manfaat Penelitian; 
Tinjauan Pustaka; Metode Penelitian; Sistematika Penulisan. 
       Bab II Tinjauan Konseptual: Pengertian Hukum Tenaga Kerja; Pengertian 
Tenaga Kerja; Jenis Perlindungan Kerja; Jenis-Jenis Jaminan Sosial Tenaga Kerja;  
Konsep Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan.  
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       Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yaitu mengenai : Peran Dinas 
perindustrian dan tenaga kerja Kabupaten Brebes dalam melindungi Tenaga Kerja 
di wilayah Kabupaten Brebes, dan hambatan Dinas perindustrian dan tenaga kerja 
Kabupaten Brebes dalam melindungi Tenaga Kerja di wilayah Kabupaten Brebes. 























A. Hukum Ketenagakerjaan  
       Ada beberapa pendapat para ahli terkait hukum ketenagakerjaan, salah 
satunya adalah pendapat dari Imam Soepomo yang memberi pengertian bahwa 
hukum  perburuhan/ketenagakerjaan  adalah  himpunan  peraturan,  baik  tertulis 
maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan suatu kejadian pada saat seseorang 
bekerja pada orang lain secara formal dengan menerima upah tertentu. Dengan 
kata lain, hukum perburuhan adalah seperangkat aturan atau norma yang tertulis 
ataupun tidak tertulis yang mengatur pola hubungan industrial antara pengusaha 
dan pekerja atau buruh
8
.  
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang 
Ketenagakerjaan  dinyatakan  bahwa  hukum  ketenagakerjaan  adalah  kumpulan 
peraturan tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu 
sebelumnya, selama dan sesudah masa kerja.  
Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja  bertujuan  untuk  menghindari 
terjadinya unsur kapitalisme yang dilakukan oleh salah satu pihak yang lebih 
dominan, secara harfiah Perlindungan Hukum tenaga kerja adalah perlindungan 
Hukum  atas  pekerja  yang  mengalami  pelanggaran-pelanggaran  hukum  yang 
menimpa  dirinya  sehingga  hak-haknya  tidak  terpenuhi  selama  dalam  masa 
kerjanya. 
                                                          
8 




Ketentuan-ketentuan  hukum,  perundang-undangan  dan  peraturan 
pemerintah  yang  perlu  diperhatikan  baik  oleh  pengusaha  maupu  oleh  para 
buruhnya dalam pembinaan keselamatan kerja, kesehatan kerja dan higiene. 
Kewajiban Pemerintah untuk melakukan pembinaan perlindungan kerja ini 
terdapat dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, dimana hal yang harus dilindungi dari seorang pekerja 
diantaranya:   
1. Keselamatan dan kesehatan kerja;  
2.  Moral dan kesusilaan, dan   
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai 
agama.  
Di dalam hukum keselamatan dan kesehatan kerja terdapat sub-sub yang 
dibagi secara rinci di dalam pelaksanaan hukum tersebut diantaranya:   
1.  Pengaturan jam kerja;  
2.  Pengaturan cuti;  
3.  Pengaturan pelatihan tenaga kerja;  
4.  Pengaturan penyediaan alat-alat keselamatan;  
5.  Pengaturan tempat kerja.   
Dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja agar mampu memberi 
kontribusi secara optimal pada upaya pencapaian tujuan perusahaan, maka kepada 
tenaga kerja dirasakan perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan 
peningkatan kesejahteraannya.   
Pasal  86  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang 
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Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa:  
1.  Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan 
atas :          
a.  keselamatan dan kesehatan kerja;  
b.  moral dan kesusilaan;  
c.  perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta 
nilai-nilai agama.  
2. Untuk  melindungi  keselamatan  pekerja/buruh  guna  mewujudkan 
produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan 
kesehatan kerja.  
3. Perlindungan  tersebut  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan perundang-  
    undangan yang berlaku.  
Keberadaan  tenaga  kerja  semakin  diperhatikan,  mengingat  besarnya 
kontribusi  bagi  kelangsungan  hidup  suatu  negara.  Tenaga  kerja  dalam 
menjalankan pekerjaannya juga mempunyai suatu tanggung jawab yang besar. 
Tanggung jawab ini juga akan melahirkan suatu risiko. Risiko tersebut terdapat 
dalam berbagai bidang, dan jika dilihat dari sudut “akibatnya” dapat digolongkan 
dalam dua kelompok utama yaitu risiko fundamental dan risiko khusus.  
Risiko fundamental ini sifatnya kolektif dan dirasakan oleh seluruh 
masyarakat, seperti risiko  politis,  ekonomis,  sosial,  hankam,  dan  internasional,  
sedangkan  risiko khusus sifatnya lebih individual karena dirasakan oleh 





   
Selain itu, dari segi objek yang dapat terkena risiko, menurut Emmy 
Pangribuan Simanjuntak, risiko terdiri dari: 
a. Risiko perorangan (personal risk 
b. Risiko harta kekayaan (property risk);  
c. Risiko tanggung jawab (liability risk).10 
Ketiga  jenis  risiko  tersebut  ada  yang  mempunyai  hubungan  dengan 
jaminan sosial tenaga kerja, yaitu risiko perorangan. Dikatakan sebagai risiko 
perorangan karena risiko jenis ini menyangkut saat kematian atau saat seseorang 
tidak mendapatkan penghasilan yang biasa diperoleh. Risiko jenis ini timbul baik 
karena seseorang itu sakit, kecelakaan, atau meninggal dunia.   
Upaya-upaya dalam menanggulangi risiko tersebut dapat dilaksanakan 
dalam  bentuk  perlindungan  dan  perbaikan  kesejahteraan  tenaga  kerja  dengan 
menyelenggarakan  pertanggungan  sosial  sebagai  wujud  dari  program  Jaminan 
Sosial.   
Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung 
jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi 
kepada  masyarakat.  Sesuai  kondisi  kemampuan  keuangan  Negara,  Indonesia 
mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu 
jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat 
                                                          
9 Zainal Asikin, 2002, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Cet 4, Jakarta: Grafindo 
Persada, hlm. 77  
10
 Zaeni Asyhadie, 2008,  Aspek-Aspek Hukum Jamsostek . Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, hlm,24 
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pekerja di sektor formal.  
Aspek  penting  sebagai  penunjang  pelaksanaan  pembangunan  bidang 
perekonomian adalah sumber daya manusia, dalam kaitan ini adalah tenaga kerja. 
Bagi pemerintah Indonesia, keberadaan tenaga kerja merupakan modalitas utama, 
karena cukup banyak ketersediaan tenaga kerja yang ada di Indonesia.  
Tenaga  kerja  adalah  faktor  yang  memiliki  peran  utama  dalam 
pembangunan. Alasan tenaga kerja memiliki peran penting dalam pembangunan 
adalah dikarenakan tenaga kerja sebagai subyek pengelola dan pengawasan alam 
dan modal dalam pembangunan nasional, agar dapat digunakan sebagai mana 
mestinya sesuai dengan tujuan negeri di dalam Undang-Undang Tahun 1945.   
Di  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 
tentang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang 
mampu  melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan  barang/jasa  baik  untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat,” di dalam pasal tersebut 
menyebutkan “untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat,” 
dengan demikian dapat diketahui bahwa betapa pentingnya peran tenaga kerja bagi  
pembangunan  di  negeri  ini,  tetapi,  tetap  saja  seringkali  ditemukan  ada 
beberapa tenaga kerja yang masih saja diabaikan hak-haknya oleh pengusaha di 
tempatnya bekerja.
11
    
Di  dalam  Pasal  86  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 
tentang Ketenagakerjaan ada beberapa hal yang harus dilindungi dari seorang 
pekerja diantaranya:   
                                                          
11
 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
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1.  Keselamatan dan kesehatan kerja,   
2.  Moral dan kesusilaan, dan   
3.  Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta 
nilai-nilai agama.  
Di  dalam  pasal  ini  terdapat  perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan 
kerja, yang dimana di sini peneliti menganggap keselamatan dan kesehatan kerja, 
sangatlah penting untuk diperhatikan pemeritah dan badan usaha atau pengusaha 
di dalam menjamin hak-hak tenaga kerja agar tidak menimbulkan kecelakaan atau 
kelalaian di dalam aktivitas kerja ( human eror), sehingga perusahaan tidak 
hanya menuntut dan menyalahkan pekerjanya atas kelalaian dan kecelakaan kerja 
yang terjadi, tetapi juga dapat memenuhi hak-hak keselamatan dan kesehatan kerja 
pekerjanya.  
di dalam menjamin hak-hak tenaga kerja agar tidak menimbulkan 
kecelakaan atau kelalaian di dalam aktivitas kerja ( human eror), sehingga 
perusahaan tidak hanya menuntut dan menyalahkan pekerjanya atas kelalaian dan 
kecelakaan kerja yang terjadi, tetapi juga dapat memenuhi hak-hak keselamatan 
dan kesehatan kerja pekerjanya.  
 
B. Pengertian Tenaga Kerja  
       Pemerintah  Indonesia  saat  ini  tengah  giat  melaksanakan  pembangunan 
dalam semua bidang. Pembangunan yang menjadi pusat perhatian Pemerintah saat 
ini diperioritaskan terhadap pembangunan ekonomi, baik ekonomi kecil, mikro 
maupun  pembangunan  ekonomi  makro,  bahkan  pembangunan  ekonomi  yang  
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sedang getol dikembangkan  adalah  pengembangan  ekonomi  dalam  skala 
internasional dan global.   
Seiring  dengan  pengembangan  pembangunan  dalam  bidang  ekonomi, 
Pemerintah Indonesia banyak melakukan pembaharuan pranata hukum dengan 
tujuan untuk menselaraskan dengan program Pemerintah yang dikemas dalam 
konsep  Nawakcita.  Pembaharuan  terhadap  pranata  hukum  mencakup  3  (tiga) 
aspek yaitu aspek substansi hukum, aspek struktur hukum dan juga aspek kultur 
hukum.  Pembaharuan  3  (tiga)  aspek  tersebut,  ditujukan  untuk  tercipta  suatu 
mekanisme  kerja  secara  sinergis.  Pembangunan  hukum  harus  diselenggarakan 
sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian 
hukum  serta  mewujudkan  suatu  tata  hukum  nasional  yang  mengabdi  pada 
kepentingan nasional.  
Dalam derap pembangunan bidang ekonomi, pemerintah juga melakukan 
rasionalisasi dan harmonisasi sistem hukum nasional yaitu dengan cara melakukan 
pembaharuan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu instrumen untuk 
memandu jalannya pembangunan sektor ekonomi sekaligus menjaga stabilitas dan 
menjamin  kepastian  bagi  pelaku  bisnis.  Dalam  hal  yang  demikian,  maka 
pemebentukan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat  
nasional  sampai  dengan  peraturan  daerah, diniatkan  untuk  medukung 
pembangunan sector perekonomian mulai dari level nasional, regional sampai 
dengan tingkat pemerintahan daerah.  
Pembangunan nasional dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air dan 
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tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk 
seluruh  masyarakat,  serta  benar-benar  harus  dapat  dirasakan  seluruh  rakyat 
sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan 
cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.   
Tenaga kerja merupakan elemen yang sangat penting, yakni menjadi pilar 
penyangga  utama  sekaligus  penggerak  roda  organisasi  dalam  usaha  untuk 
mewujudkan visi, misi dan tujuan perusahaan.  Di dalam ketentuan Pasal 1 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja 
adalah setiap orang yang mampu melakukan  pekerjaan  baik  di  dalam  maupun  
di  luar  hubungan  kerja,  guna menghasilkan  barang  atau  jasa  untuk  memenuhi  
kebutuhan  sendiri  maupun masyarakat.  
Dalam  peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor:  PER-04/MEN/1994 
pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan yang 
belum  wajib  mengikuti  program  jaminan  social  tenaga  kerja  karena  adanya 
pentahapan kepesertaan.  
Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan 
oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja 
pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan 
dan peningkatan kesejahteraan di maksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan 
social  tenaga  kerja  yang  bersifat  umum  untuk  dilaksanakan  atau  bersifat  
dasar, dengan bersaskan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotong royongan 
sebagai mana yang tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
21 
 
Jaminan  pemeliharaan  kesehatan  merupakan  jaminan  sebagai  upaya 
penanggulangan  dan  pencegahan  gangguan  kesehatan  yang  memerlukan 
pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. 
Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga 
kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya 
kesehatan  dibidang  penyembuhan.   
Oleh  karena  itu  upaya  penyembuhan memerlukan dana yang tidak 
sedikit dan memberatkan jika dibebankan kepada perorangan,  maka  sudah  
selayaknya  diupayakan  penanggulangan  kemampuan masyarakat  melalui  
program  jaminan  social  tenaga  kerja.  Para  pekerja  dalam pembangunan 
nasional semakin meningkat, dengan resiko dan tanggung jawab serta tantangan 
yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada mereka dirasakan  perlu untuk diberikan 
perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraannya sehingga 
menimbulkan rasa aman dalam bekerja.  
 
C. Jenis Perlindungan Kerja  
Secara  teoritis  dikenal  ada  tiga  jenis  perlindungan  kerja  yaitu  
sebagai berikut :    
1. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan 
usaha  kemasyarakatan,  yang  tujuannya  untuk  memungkinkan 
pekerja/buruh  mengenyam  dan  mengembangkan  kehidupannya 
sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota 
masyarakat  dan  anggota  keluarga.  Perlindungan  sosial  disebut  
juga dengan kesehatan kerja;  
22 
 
2.  Perlindungan teknis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan 
usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya 
kecelakaan  yang  ditimbulkan  oleh  alat-alat  kerja  atau  bahan  yang 
dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan 
kerja;  
3.  Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan 
dengan  usaha-usaha  untuk  memberikan  kepada  pekerja/buruh  
suatu penghasilan yang cukup guna memnuhi keperluan sehari-hari 
baginya dan  keluarganya,  termasuk  dalam  hal  pekerja/buruh  tidak  
mampu bekerja  karena  sesuatu  diluar  kehendaknya.  Perlindungan  
jenis  ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.
12
  
Ketiga jenis perlindungan di atas akan di uraikan sebagai berikut  
1.  Perlindungan Sosial atau Kesehatan Kerja  
Kesehatan kerja sebagaimana telah dikemukakan di atas termasuk 
jenis perlindungan sosial karena ketentuan-ketentuan mengenai 
kesehatan kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, yaitu 
aturan-aturan yang  bermaksud  mengadakan  pembatasan-pembatasan  
terhadap kekuasaan  pengusaha  untuk  memperlakukan  pekerja/buruh 
”semaunya” tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku, dengan 
tidak  memandang  pekerja/buruh  sebagai  mahluk  Tuhan  yang 
mempunyai hak asasi. 
                                                          
12 Zaeni Asyhadie,  Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja),  




Karena sifatnya yang hendak mengadakan ”pembatasan” ketentuan- 
ketentuan  perlindungan  sosial  dalam  Undang-Undang  Nomor  13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab X Pasal 68 dan seterusnya 
bersifat ”memaksa”, bukan mengatur. Akibat adanya sifat memaksa 
dalam ketentuan perlindunga sosial Undang-Undang Ketenagakerjaan 
Nomor 13 Tahun 2003 ini, pembentuk undang-undang memandang 
perlu  untuk  menjelaskan  bahwa  ketentuan  yang  berkaitan  dengan 
perlindungan sosial ini merupakan ”hukum umum” (Publiek-
rechtelijk) dengan sanksi pidana. Hal ini disebabkan beberapa alasan 
berikut :  
a. Aturan-aturan  yang  termuat  di  dalamnya  bukan  
bermaksud melindungi  kepentingan  seorang  saja,  melainkan  
bersifat  aturan bermasyarakat.  
b.  Pekerja/buruhIndonesia  umumnya  belum  mempunyai  
pengertian atau kemampuan untuk melindungi hak-haknya 
sendiri.  
Jadi, jelasnya kesehatan kerja bermaksud melindungi atau 
menjaga pekerja/buruh dari kejadian/keadaan hubungan kerja 
yang merugikan kesehatan  dan  kesusilaannya  dalam  hal  
pekerja/buruh  melakukan pekerjaannya.  Adanya  penekanan  
”dalam  suatu  hubungan  kerja” menunjukkan  bahwa  semua  
tenaga  kerja  yang  tidak  melakukan hubungan kerja dengan 
pengusaha tidak mendapatkan perlindungan sosial 
24 
 
sebagaimana ditentukan dalam Bab X Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
13
 
2. Perlindungan Teknis Atau Keselamatan Kerja  
Keselamatan  kerja  termasuk  dalam  apa  yang  disebut  perlindungan 
teknis,  yaitu perlindungan terhadap pekerja/buruh agar selamat dari 
bahaya  yang  dapat  ditimbulkan  oleh  alat  kerja  atau  bahan  yang 
dikerjakan.  
Berbeda dengan perlindungan kerja lain yang umumnya ditentukan 
untuk  kepentingan  pekerja/buruh  saja,  keselamatan  kerja  ini  tidak 
hanya memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh, tetapi kepada 
pengusaha dan pemerintah.  
a. Bagi  pekerja/buruh,  adanya  jaminan  perlindungan  keselamatan 
kerja  akan  menimbulkan  suasana  kerja  yang  tentram  sehingga 
pekerja/buruh  dapat  memusatkan  perhatian  pda  pekerjaannya 
semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa 
kecelakaan kerja  
b. Bagi pengusaha, adanya pengaturan keselamatan kerja di dalam 
perusahaannya akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang 
dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial  
c.  Bagi pemerintah (dan masyarakat), dengan adanya dan ditaatinya 
peraturan  keselamatan  kerja,  maka  apa  yang  direncanakan 
pemerintah untuk mensejahterakan masyrakat akan tercapai dengan 
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meningkatnya  produksi  perusahaan  baik  kualitas  maupun 
kuantitas
14
 .   
3. Perlindungan ekonomis atau Jaminan Sosial   
Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tangung 
jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial 
ekonomi  kepada  masyarakat.  Sesuai  dengan  kondisi  kemampuan 
keuangan  Negara,  Indonesia  seperti  halnya  berbagai  Negara 
berkembang  lainnya,  mengembangkan  program  jaminan  sosial 
berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai 
oleh peserta dan  masih terbatas  pada  masyarakat pekerja  di sektor 
formal.  
Jaminan  sosial  tenaga  kerja  adalah  suatu  perlindungan  bagi  
tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti 
sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan 
sebagai akibat peristiwa  atau  keadaan  yang  dialami  oleh  tenaga  




Dari pengertian diatas jelaslah bahwa jaminan sosial tenaga kerja 
adalah merupakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk 
santunan berupa uang ( jaminan  kecelakaan  kerja,  kematian,  dan  
tabungan  hari  tua  ),  dan  pelyanan kesehatan yakni jaminan 
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pemeliharaan kesehatan.  
Pada  hakikatnya  program  jaminan  soisal  tenaga  kerja  dimaksud  
untuk memberikan  kepastian  berlangsungnya  arus  penerimaan  
penghasilan  keluarga yang sebagian yang hilang. Disamping itu 
program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek 
antara lain :   
1.  Memberikan  perlindungan  dasar  untuk  memenuhi  
kebutuhanhidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya;  
2.  Merupakan  penghargaan  kepada  tenaga  kerja  mendidik 
kemandirian  
pekerja sehingga pekerja tidak harus meminta belas kasihan orang lain 
jika dalam hubungan kerja terjadi resiko – resiko seperti kecelakaan 
kerja, sakit, hari tua dan lainnya.
16
 
D. Jenis-jenis Jaminan Sosial Tenaga Kerja  
Dalam praktek ketenagakerjaan, terdapat beberapa jenis jaminan 
sosial tenaga kerja, yaitu :  
1.  Jaminan kecelakaan kerja  
Kecelakaan Kerja maupun penyakit akibat kerja maerupakan resiko 
yang dihadapi oleh tenaga kerja  yang melakukan pekerjaan. Untuk 
menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang 
diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik 
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 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia , Raja Grafindo Persada, 
2003, hlm 122 
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fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja.  
2. Jaminan kematian  
 Tenaga kerja  yang meninggal dunia bukan akibat 
kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya 
penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial 
ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, 
diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan 
beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman 
maupun santunan berupa uang. 
3. Jaminan hari Tua  
Hari tua dapat mengkibatkan terputusnya upah karena tidak 
lagi mapu bekerja.  Akibat  terputusnya  upah  tersebut  
dapat  menimbulkan kerisauan  bagi  tenaga  kerja  dan  
mempengaruhi  ketenaga  kerjaan sewaktu  masih  bekerja,  
teruma  bagi  mereka  yang  penghasilannya rendah.  
Jaminan  hari  tua  memberikan  kepastian  penerimaan  
yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat 
tenaga kerja mencapai usia 55 ( lima puluh lima ) tahun 
atau memnuhi persyaratan tersebut.  
4.  Jaminan Pemeliharaan Kesehatan  
Pemeliharaan  kesehatan  dimaksudkan  unutk  
meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat 
melaksankan rugas sebaik- baiknya  dan  merupakan  upaya  
28 
 
kesehatan  dibidang  penyembuhan (kuratif ).  
Oleh karena, upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak 
sedikit dan memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka 
sudah selayaknya diupayakan  penggulangan  kemampuan  
masyarakat  melalui  program jaminan sosial tenaga kerja. 
Disamping itu pengusaha tetap berkewajiban mengadakan 
pemeliharaan kesehatan tenaga kerja  yang meliputi upaya 
peningkatan (promotif), pencegahan (oreventif), penyembuhan 
(kuratif), dan pemulihan (rehabilitative). 
 
E. Konsep Perlindungan Hukum Tenaga Kerja 
Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan, dan  
sebagainya) memperlindungi
17
 Kata perlindungan, berakar dari kata dasar 
"lindung" mendapat konfiks "ke-an" sehingga menjadi kata benda bentukan dan 
bermakna abstrak. Menurut Gorys Keraf fungsi konfiks "per-an" adalah 
membentuk kata benda. Arti kata bentukan yang ber-konfiks "per-an" adalah: 
menyatakan tempat; menyatakan hasil perbuatan; menyatakan peristiwa itu sendiri 
atau hal. perbuatan.
18
 dalam konteks ini pengertian kata bentukan berupa, 
"perlindungan" adalah menunjuk pada peristiwa itu sendiri atau hal perbuatan. 
Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, 
kesejahteraan dan kedamaian atas segala bahaya yang mengancam pihak yang 
dilindungi. Hal ini berarti perlindungan hukum adalah suatu jaminan pada diri 
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 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm, 526 
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  Gorys Keraf, Tata Bahasa Indonesia, (Endo: Nusa Indah,  2014, hlm, 116 
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anak oleh hukum agar mereka dapat memperoleh jaminan keamanan, 
ketenteraman, dan kesejahteraan.  
Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta 
pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum 
berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan 
peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya
19
. 
Di Indonesia, perlindungan hukum yang dimaksud senatiasa didasari oleh 
Pancasila sebagai landasan idiil, meski konsep perumusannya menggunakan 
pemikiran-pemikiran dunia barat yang penekanan konsepnya bertumpu pada 
perlindungan hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, secara sederhana konsep 
perlindungan hukum terhadap pekerja di Indonesia tetap bertumpu pada 
perlindungan harkat dan martabat kaum pekerja, berikut hak-hak 
kemanusiaannya, baik secara individual maupun sebagai “pekerja”. Aspek 
perlindungan terhadap pekerja meliputi dua hal mendasar, yaitu perlindungan dari 
kekuasaan pengusaha dan perlindungan dari tindakan pemerintah. Perlindungan 
hukum menurut Philipus senantiasa terkait pada dua hal mendasar yaitu 
kekuasaan ekonomi dan kekuasaan pemerintah. Dengan tidak melakukan tindakan 
apapun terhadap pelanggaran pelanggaran hak, maka pemerintah dinilai telah 
melakukan tindakan hukum, tindakan hukum lainnya adalah berupa tindakan 
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  Philipus, M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia, Bina Ilmu, 
Surabaya, 2013, hlm, 38 
20
  Ibid., hlm, 40 
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Perlindungan hukum dari kekuasaan pengusaha/majikan terlaksana apabila 
peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan 
atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut 
benar-benar dilaksanakan semua pihak, karena keberlakuan hukum tidak dapat 
diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.
21
 
Perlindungan pekerja secara tegas diatur berdasarkan Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut   
menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang 
sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa 
membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan 
minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang 
sama terhadap para penyandang cacat.   
Selanjutnya Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak 
dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, 
warna kulit, dan aliran politik, secara terinci hak lain yang juga diatur berdasarkan 
UU Ketenagakerjaan tertuang dalam pasal-pasal berikut :  
1. Pasal 11, memuat hak untuk memperoleh dan mengembangkan 
kompetensi; 
2. Pasal 12 ayat (3), memuat hak untuk mengikuti (mendapatkan) 
pelatihan; 
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 Zainal Asikin, et.al., Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
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3. Pasal 31, jo Pasal 88, menyatakan hak untuk memilih jenis pekerjaan 
dan memperoleh penghasailan, baik di dalam maupun di luar negeri; 
4. Pasal 86 ayat (1), menyatakan hak atas kesehatan dan keselamatan 
kerja; 
5. Pasal 99 ayat (1), mumuat hak pekerja dan keluarganya untuk 
memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek); 
6. Pasal 104 ayat (1), hak bagi pekerja untuk terlibat (membentuk atau 
menjadi anggota) dalam serikat pekerja/buruh.  
Berdasarkan muatan dalam ketentuan pasal-pasal UU Ketenagakerjaan di 
atas, maka lingkup perlindungan terhadap pekerja mencakup : 
1. Hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha; 
2. Keselamatan dan kesehatan kerja; 
3. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan 
penyandang cacat;  




Jenis perlindungan kerja menurut Bakers, secara keseluruhan perlindungan 
pekerja/buruh merupakan norma-norma hukum publik yang bertujuan untuk 
mengatur keadaan perburuhan di perusahaan, termasuk keamanan kesehatan kerja 
dan kesejahteraan buruh/pekerja dalam menjalankan pekerjaan. Lingkup 
pengaturan norma bidang perburuhan ini meliputi dua aspek yaitu :
 23
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1. Aspek Materil.  Aspek ini secara umum meliputi keamanan kerja dan 
perawatan fisik; 
2. Aspek Immateril Aspek immaterial meliputi waktu kerja dan 
peningkatan perkembangan jasmani dan fsikis pekerja. 
Adapun Pemberian perlindungan hukum bagi pekerja menurut Imam 
Soepomo meliputi 5 (lima) bidang yaitu : 
1. Pengerahan/penempatan tenaga kerja; 
2. Hubungan kerja; 
3. Kesehatan kerja; 
4. Keamanan kerja; 
5. Jaminan sosial buruh24 
Imam Soepomo mengelompokkan perlindungan kerja ke dalam 3 jenis 




1. Perlindungan Secara Ekonomis   
Perlindungan ekonomis dalam istilah lain disebut sebagai perlindungan 
jaminan sosial
26
 yang merupakan perlindungan terhadap pekerja/buruh 
terkait penghasilannya. Perlindungan ini meliputi usaha-usaha yang 
dilakukan untuk memberikan penghasilan yang cukup bagi kebutuhan 
hidup pekerja beserta keluarganya. Termasuk perlindungan pekerja 
bila bekerja diluar kehendaknya.  Sehubungan dengan perlindungan 
                                                          
24
 Sebagai dikutip dalam Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, 
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terkait penghasilan, maka yang menjadi dasar permasalahannya adalah 
mengenai imbalan kerja yang didapatkan oleh pekerja yang 
diistilahkan dengan upah. Permasalahan upah merupakan persoalan 
klasik dalam bidang ketenagakerjaan dari masa kemasa. Sebab sulit 
mempertemukan kedua-belah pihak yang masing masing mempunyai 
kepentingan yang berbeda. Oleh sebab itu dalam kerangka 
memberikan perlindungan secara ekonomis, maka kebutuhan terhadap 
aturan tentang pengupahan menjadi mutlak adanya.  Sebagaimana 
diketahui, bahwa secara ekonomi status pengusaha berada di atas 
pekerja, terlebih jika ditarik ke dalam lingkup perusahaan, maka yang 
terjadi adalah status atasan dan bawahan. Oleh sebab itu hubungan ini 
cendrung menempatkan para pekerja sebagai objek, atau dalam istilah 
Rajagukguk buruh dianggap sebagai faktor ekstern yang berkedudukan 
sama dengan pelanggan pemasok atau pelanggan pembeli dan bukan 
faktor intern sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Dengan demikian 
yang mungkin terjadi adalah penetapan upah yang didasarkan pada 
keinginan pemilik perusahaan dengan mengabaikan pemenuhan hak-
hak pekerja untuk hidup secara berkelayakan.   
Pada sisi ini pemerintah berkepentingan menyelaraskan bentuk upah 
yang layak, dengan menetapkan aturan tentang pengupahan melalui PP 
No. 8 tahun 1981 tentang Pengupahan, selanjutnya Pasal 1 butir 30 
UUK yang menegaskan bahwa upah merupakan hak pekerja. Selain itu 
konsep ketenagakerjaan memasukkan ”dengan menerima upah” 
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sebagai salah satu unsur pengertiannya, yang juga diikuti dengan 
aturan-aturan tentang standar upah minimum (UMP, UMR).  Dengan 
demikian pengabaian terhadap upah pekerja dapat dikategorikan 
sebagai pelanggaran berat, sebab hal ini berarti pelanggaran Hak Asasi 
Manusia. Sementara itu, salah satu tanggung jawab dan kewajiban 
Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada 
masyarakat termasuk pekerja diwujudkan dalam bentuk 
penyelenggaraan program jaminan sosial.  
Penyelenggaraan jamainan sosial ini di selengarakan oleh PT 
Jamsostek yang cakupannya tidak saja pada perlindungan secara 
ekonomi, namun termasuk juga perlindungan secara sosial/kesehatan. 
Pada hakikatnya program jaminan soisal tenaga kerja dimaksud untuk 
memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan 
keluarga yang sebagian yang hilang. Disamping itu program jaminan 
sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek antara lain :  
a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup 
minimal bagi tenaga kerja  beserta keluarganya; 
b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang mendidik 
kemandirian pekerja sehingga pekerja tidak harus meminta belas 
kasihan orang lain jika dalam hubungan kerja terjadi resiko-resiko 
seperti kecelakaan kerja, sakit, hari tua dan lainnya. Dewasa ini, 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang terdiri dari 
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BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 62 ayat (1), 
menentukan bahwa PT Jamsostek berubah menjadi BPJS 
Ketenagakerjaan dan mulai beroperasi (paling lambat)                                                           
pada tanggal 1 juli 2015 berdasarkan Pasal 64 UU BPJS. Adapun 
program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan 
meliputi jaminan-jaminan terkait bidang ketenagakerjaan yaitu : 
- jaminan kecelakaan kerja; 
- jaminan hari tua;  
- jaminan pensiun;  
- jaminan kematian. 
Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa jaminan sosial 
tenaga kerja merupakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam 
bentuk santunan berupa uang (jaminan kecelakaan kerja, kematian, 
dan tabungan hari tua), dan pelayanan kesehatan serta jaminan 
pemeliharaan kesehatan.  
2. Perlindungan Sosial atau Kesehatan Kerja  
Perlindungan keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja 
ditentukan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh 
mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan 
kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai 
dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Adapun 
Kesehatan kerja didefinisikan sebagai setiap usaha dan upaya maupun 
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aturan yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari tindakan-tindakan 
maupun kondisi yang dapat mengganggu kesehatan fisik, psikis dan 
(melanggar norma) kesusilaan dalam suatu hubungan kerja.  
Kesehatan Kerja dimaksudkan sebagai perlindungan tenaga kerja 
dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat serta 
perlindungan hak untuk berorganisasi.  Kesehatan kerja sebagaimana 
telah dikemukakan di atas termasuk jenis perlindungan sosial karena 
ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan 
sosial kemasyarakatan, yaitu aturan-aturan yang bermaksud 
mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha 
untuk memperlakukan pekerja/buruh ”semaunya” tanpa 
memperhatikan norma-norma yang berlaku, dengan tidak memandang 
pekerja/buruh sebagai mahluk Tuhan yang mempunyai hak asasi. 
Jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan jaminan sebagai upaya 
penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang 
memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk 
kehamilan dan persalinan. Pemeliharaan kesehatan juga dimaksudkan 
untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat 
melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan 
dibidang penyembuhan. Oleh karena upaya penyembuhan memerlukan 
dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan kepada 
perorangan, maka sudah selayaknya diupayakan penanggulangan 
kemampuan masyarakat melalui program jaminan social tenaga kerja.  
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Bahwa para pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat, 
dengan resiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. 
Oleh karena itu kepada mereka dirasakan  perlu untuk diberikan 
perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraannya 
sehingga menimbulkan rasa aman dalam bekerja. Karena sifatnya yang 
hendak mengadakan ”pembatasan” ketentuan-ketentuan perlindungan 
sosial dalam UU No. 13 Tahun 2003, Bab X Pasal 68 dan seterusnya 
bersifat ”memaksa”, bukan mengatur. Akibat adanya sifat memaksa 
dalam ketentuan perlindunga sosial UU No. 13 Tahun 2003 ini, 
pembentuk undang-undang memandang perlu untuk menjelaskan 
bahwa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan sosial ini 
merupakan ”hukum umum” (Publiekrechtelijk) dengan sanksi pidana. 
Hal ini disebabkan beberapa alasan berikut :  
- Aturan-aturan yang termuat di dalamnya bukan bermaksud 
melindungi kepentingan seorang saja, melainkan bersifat aturan 
bermasyarakat; 
- Pekerja/buruh Indonesia umumnya belum mempunyai pengertian 
atau kemampuan untuk melindungi hak-haknya sendiri. Kesehatan 
kerja bermaksud melindungi atau menjaga pekerja/buruh dari 
kejadian/keadaan hubungan kerja yang merugikan kesehatan dan 
kesusilaannya dalam hal pekerja/buruh melakukan pekerjaannya. 
Adanya penekanan ”dalam suatu hubungan kerja” menunjukkan 
bahwa semua tenaga kerja yang tidak melakukan hubungan kerja 
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dengan pengusaha tidak mendapatkan perlindungan sosial 
sebagaimana ditentukan dalam Bab X UU No 13 Tahun 2003.  
Dengan demikian, tujuan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja 
adalah:  
a. Melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja.  
b. Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh.  
c. Agar pekerja/buruh dan orang-orang di sekitarnya terjamin 
keselamatannya.  
d. Menjaga agar sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara 
aman dan berdaya guna.  
Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan 
di setiap tempat kerja. Unsur tempat kerja ada 3 (tiga), yaitu:  
a. Adanya suatu usaha, baik bersifat ekonomis maupun sosial.  
b. Adanya sumber bahaya.  
c. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik terus-menerus 
maupun sewaktu-waktu. 
2. Perlindungan Teknis atau Keselamatan Kerja  
Keselamatan kerja didefinisikan sebagai segala aturan dan upaya yang 
bertujuan untuk menyediakan perlindungan teknis bagi pekerja dari 
resiko kerja terkait penggunaan alat/mesin, material (bahan 
berbahaya/beracun),jenis kerja, lokasi, waktu, dan kondisi tempat 
kerja selama masa kerja berlangsung. Termasuk ke dalam 
perlindungan ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana penunjang 
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sebagai langkah antisipasi jika terjadi kecelakaan kerja.  Kecelakaan 
Kerja sebagai yang dijelaskan berdasarkan UU  No. 1 Tahun 1970 
tentang Keselamatan Kerja, adalah suatu kejadian yang tidak diduga 
semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah 
diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik 
korban manusia maupun harta benda.  
Sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 
tentang Jamsostek, “Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi 
berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul 
karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam 
perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke 
rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.   
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka cakupan perlindungan 
teknis sangat luas, sebab erat kaitannya dengan pencegahan terjadinya 
kecelakaan kerja, sementara jangkauan pengertian kecelakan kerja 
memasukkan segala hal yang timbul dan terjadi selama seorang 
pekerja berada dalam hubungan kerja termasuk pulang-perginya 
seorang pekerja dari/ke tempat kerja. Tujuan utama dari bentuk 
perlindungan ini adalah terwujudnya keselamatan sepanjang hubungan 
kerja, yang selanjutnya akan menciptakan perasaan aman dan nyaman 
bagi para pekerja untuk melaksanakan tugas/kerjanya secara optimal, 
tanpa perlu merasa takut maupun khawatir akan terjadinya kecelakaan. 
Kalaupun terlanjur terjadi, penanganannya dapat segera dilakukan. 
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Berbeda dengan perlindungan kerja lain yang umumnya ditentukan 
untuk kepentingan pekerja/buruh saja, keselamatan kerja ini tidak 
hanya memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh, tetapi kepada 
pengusaha dan pemerintah.  
1. Bagi pekerja/buruh, adanya jaminan perlindungan keselamatan 
kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tentram sehingga 
pekerja/buruh dapat memusatkan perhatian pada pekerjaannya 
semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa 
kecelakaan kerja; 
2. Bagi pengusaha, adanya pengaturan keselamatan kerja di dalam 
perusahaannya akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang 
dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan 
social; 
3. Bagi pemerintah (dan masyarakat), dengan adanya dan ditaatinya 
peraturan keselamatan kerja, maka apa yang direncanakan 
pemerintah untuk mensejahterakan masyrakat akan tercapai 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Peran Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes Dalam 
Melindungi Tenaga Kerja Di Wilayah Kabupaten Brebes 
       Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja 
Kabupten Brebes dalam melindungi Tenaga Kerja di wilayah Kabupaten Brebes, 
berikut penulis sampaikan data-data sebagai berikut : 
1. Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Brebes 
Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Brebes pada bulan Agustus 
2019 meningkat bila dibandingkan Agustus 2017, yaitu dari 1.307.242 
orang menjadi 1.328.607 orang, atau bertambah sebesar 1,63 persen. Bila 
dirinci menurut jenis kelamin, penduduk usia kerja perempuan pada 
Agustus 2017 sebanyak 655.454 orang dan pada bulan Agustus 2019 
meningkat sebanyak 666.186 orang. Jumlah tersebut masih lebih banyak 
bila dibanding dengan penduduk usia kerja laki-laki yang tercatat 
sebanyak 651.788 orang pada bulan Agustus 2017 dan sebanyak 662.421 
orang pada bulan Agustus 2019.
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2. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Brebes 
Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2019 sebanyak 895.712 orang, atau 
67,42 persen dari total penduduk usia kerja di Kabupaten Brebes, 
dibandingkan Agustus 2017, angkatan kerja di Kabupaten Brebes 
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mengalami kenaikan baik dari jumlah secara absolut (821.102 orang) 
maupun persentase (62,81 persen). Pada penduduk bukan angkatan kerja, 
secara absolut menurun selama periode Agustus 2017-Agustus 2019, yaitu 
dari 486.140 orang menjadi 432.895 orang, sehingga persentasenya juga 
mengalami penurunan dari 37,19 persen menjadi 32,58 persen.
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3. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kabupaten Brebes 
Tingkat kesempatan kerja (TKK) mengindikasikan besarnya penduduk 
usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu wilayah. 
TKK diukur sebagai persentase jumlah penduduk yang bekerja terhadap 
jumlah penduduk angkatan kerja.  
Di Kabupaten Brebes, TKK pada Agustus 2019 tercatat sebesar 91,96 
persen, yang berarti bahwa  dari 100 orang angkatan kerja, ada sekitar 92 
orang mempunyai kegiatan bekerja atau sementara tidak bekerja selama 
seminggu yang lalu. Dibandingkan Agustus 2017, TKK Kabupaten Brebes 
mengalami penurunan. Pengamatan berdasarkan jenis kelamin, TKK laki-
laki hampir sama dibanding TKK perempuan, yaitu masing-masing 
sebesar 92,12 persen dan 91,69 persen. Bila dibandingkan dengan Agustus 




4. Bukan Angkatan Kerja di Kabupaten Brebes 
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Jumlah penduduk bukan angkatan kerja (BAK) pada Agustus 2019 
tercatat sebanyak 432.895 orang atau 32,58 persen dari jumlah 
penduduk usia kerja Agustus 2019, menurun dari Agustus 2017 yang 
berjumlah 486.140 orang atau 37,19 persen dari jumlah penduduk 
usia kerja Agustus 2017. Penduduk bukan angkatan kerja pada 
Agustus 2019 didominasi oleh penduduk yang kegiatan utamanya 
mengurus rumah tangga, yaitu sebesar 62,75 persen dari total 
penduduk bukan angkatan kerja.  
Bila dibandingkan Agustus 2017, penduduk usia kerja yang 
mengurus rumah tangga secara absolut mengalami penurunan tetapi 
secara persentase justru mengalami kenaikan. Jika dicermati lebih 
detil maka pada Agustus 2019 terjadi fenomena bahwa penduduk 
laki-laki yang mengurus rumah tangga justru meningkat, berbanding 
terbalik dengan penduduk perempuan yang mengurus rumah tangga 
yang menurun.  
Pada Agustus 2019 penduduk Bukan Angkatan Kerja yang 
bersekolah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, 
baik dari segi jumlah maupun persentasenya. Bila pada Agustus 2017 
jumlah yang bersekolah sebanyak 116.678 orang atau 24,00 persen 
dari total penduduk BAK Agustus 2015, pada Agustus 2019 menurun 
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5. Upaya Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes 
1) Jaminan kesejahteraan tenaga kerja 
Upaya riel yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes 
dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yaitu dengan 
mendaftarkan seluruh tenaga harian lepas (THL) Kabupaten Brebes 
dalam asuransi ketenagakerjaan. Pada tanggal 27 November 2019, 
Ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja di berbagai 
Dinas dan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes 
mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Mereka 
bakal diikutsertakan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Sehingga kemungkinan 
resiko kerja bisa diminimalisir.  
Pemerintah Kabupaten Brebes bersama BPJS Ketenagakerjaan 
Tegal menandatangani perjanjian kerja sama tentang Optimalisasi 
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di ruang rapat 
sekda Brebes. 
1) Penyusunan regulasi untuk kepentingan perlindungan tenaga 
kerja Perjanjian kerja sama (MoU) dilaksanakan sebagaimana 
amanah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
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Jaminan Sosial (SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 
2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), 
BPJS Ketenagakerjaan ditunjuk sebagai Penyelenggara 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan 
program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, 
Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Terhitung 1 Juli 2015, 
BPJS Ketenagakerjaan beroperasi penuh yang selanjutnya 
secara bertahap ditargetkan akan mencapai universial coverage 
(cakupan semesta) pada tahun 2021. 
Sebanyak 49.849 tenaga kerja dari 844.001 angkatan kerja 
(data BPJS 2018) yang ada di Kabupaten Brebes, sudah 
terlindungi pada program BPJS Ketenagakerjaan. Untuk 
merealisasikan komitmen Pemerintah Kabupaten Brebes ini, 
maka Pemkab Brebes berupaya melakukan perjanjian kerja 
sama untuk mendorong pelaku usaha agar segera mendaftarkan 
tenaga kerjanya, baik pada sektor penerima upah, bukan 
penerima upah, dan jasa kontruksi, Tenaga Kerja Harian Lepas 
(THL) di setiap SKPD, Tenaga Kerja BLUD di Puskesmas-
puskesmas, Guru Honorer serta Tenaga Kerja di BUMDES 
agar terlindungi pada Program Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan. Pihaknya juga telah melakukan 
penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Unit 
Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Kabupaten Brebes. 
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Sebagai tindak lanjut perlindungan nelayan yang ada di 
Kabupaten Brebes dalam program Pekerja Bukan Penerima 
Upah. 
2) Membentuk Kantor Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan 
Tenaga Kerja (LTSA PTKLN) 
Pada tanggal 27 Maret 2019, Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE 
MH melaunching kantor Layanan Terpadu Satu Atap 
Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (LTSA PTKLN). 
Dibukanya LTSA, sebagai wujud kepedulian Pemerintah 
Kabupaten Brebes memberikan pelayanan maksimal yang 
efektif, efisien, transparan dan mempercepat peningkatan 
kualitas layanan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI).  
Didirikannya LTSA juga meminimalisir kasus negatif PMI, 
karena sudah dipastikan mereka yang berangkat melalui 
prosedur LTSA dan dipastikan legal. Bupati Brebes 
mengingatkan, agar kompetensi dan profesional PMI harus 
diutamakan, dengan melakukan pendampingan atau kursus 
ketrampilan yang dibutuhkan Negara tujuan. Seperti kursus 
bahasa, adat istiadat dan kepribadian. Pemerintah Daerah 
Kabupaten Brebes mengakui, Kualitas PMI, akan menjaga 
kehormatan Indonesia, menjaga Brebes sebagai kantong PMI. 
Karena sudah menjadi tugas bersama untuk melindungi 
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warganya, maka bersama-sama pula dalam penanganan 
persyaratan pendokumentasian PMI. PMI Brebes, telah 
menyumbang devisa Negara sebesar Rp 3,4 trilyun pertahun 
atau Rp 279 milyar perbulan. Jumlah ini setara dengan APBD 
Kabupaten Brebes. 
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten 
Brebes Zaenuddin menjelaskan, pembangunan LTSA dibiaya 
APBN Sebesar Rp 500 juta. Sedangkan piranti lainnya didanai 
APBD tahun 2017 dan 2018. Dengan adanya LTSA 
penyelesaian dokumen PMI yang dulunya selesai berkisar 
antara 3-5 minggu bahkan sebulan lebih, sekarang hanya 
membutuhkan waktu dalam hitungan hari saja. 
Direktur Kerjasama dan Verifikasi Dokumen Penempatan 
BNP2TKI Dr Haposan Saragih, mengungkapkan terjadinya 
Trafficking atau perdagangan manusia ke luar negeri akibat 
dari tidak tercatatnya PMI sehingga melaluin jalur ilegal. 
Seluruh PJTKI, lanjut Haposan, harus melalui LTSA untuk 
melindungi pekerja itu sendiri. Semua terdaftar, dokumennya 
lengkap, tidak boleh ada main mata. 
Kasubid Perlindugan TKI Kementerian Tenaga Kerja RI Yuli 
Adi Ratno mengengungkapkan, LTSA antara lain sebagai 
solusi terbaik dalam pencegahan trafficking. Pemerintah cukup 
keras dan tegas, tidak ada ampun bagi siapapun yang terlibat 
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dalam trafficking. Yuli mengungkapkan kalau trafficking 
makin marak sehingga perlu kerja sama semua pihak untuk 
mencegahnya. Salah satu jalannya dengan pendirian LTSA 
yang hingga kini sudah mencapai 23 LTSA se Indonesia dan di 
Jawa Tengah ada 3 LTSA. 
Menyadari akan pentingnya tenaga kerja bagi perusahaan, pemerintah 
dan masyarakat, maka dilakukan perlindungan bagi tenaga kerja agar para tenaga 
kerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaannya. 
Perlindungan kepada tenaga kerja juga dapat dilakukan baik dengan jalan 
memberikan tuntunan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak 
asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui 
norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.  
Dalam keadaan dimana suatu perusahaan mempekerjakan tenaga kerja 
dan dipimpin oleh seorang pengusaha. keduanya mempunyai hubungan kerja yang 
terkait dengan perjanjian kerja dan berlaku pada saat tenaga kerja tersebut mulai 
bekerja pada perusahaan dan berakhir pada saat habis masa berlakunya perjanjian 
kerja. Untuk mengkaji hubungan antara pengusaha dan tenaga kerja dapat 
dibandingkan dengan hubungan antara penjual dan pembeli
31
. Seorang penjual 
dan pembeli bebas untuk melakukan hubungan hukum, dalam arti seorang penjual 
tidak dapat dipaksa untuk menjual barang yang dimilikinya jika harga yang 
ditawarkan tidak sesuai dengan kehendaknya. Demikian juga pembeli tidak dapat 
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dipaksa untuk membeli suatu barang dari penjual jika barang tersebut tidak sesuai 
dengan kehendaknya.  
Berbeda dengan hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha. Secara 
yuridis hubungan mereka adalah bebas, seseorang tidak boleh diperbudak, 
diperulur maupun diperhambakan. Segala macam bentuk perbudakan, 
perhambaan dan peruluran dilarang karena tidak sesuai dengan Undang-undang 
Dasar 1945 dan Pancasila. Namun secara sosiologis tenaga kerja tidak bebas 
sebagai seorang yang tidak mempunyai bekal hidup. Karena bermodal tenaganya 
saja tenaga kerja kadangkala terpaksa menerima hubungan kerja dengan 
pengusaha meskipun hubungan itu memberatkan tenaga kerja itu sendiri, lebih-
lebih sekarang dengan banyaknya tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan 
yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.  
Tenaga kerja yang menjadi kepentingan pengusaha merupakan suatu 
yang sedemikian melekatnya pada pribadi tenaga kerja sehingga tenaga kerja 
selalu mengikuti ketempat di mana tenaganya diperkerjakan. Pengusaha 
kadangkala seenaknya memutuskan hubungan kerja kepada para tenaga kerja 
karena tenaganya sudah tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, pemerintah 
mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi para tenaga kerja 
sebagai pihak lemah dari kekuasaan untuk melindungi para tenaga kerja sebagai 
pihak yang lemah dari kekuasaan pengusaha, guna menempatkan pada kedudukan 
yang layak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.  
Dengan demikian, pada hakikatnya hukum ketenaga kerjaan dengan 
semua peraturan perundang-undangan yang ada bertujuan untuk melaksanakan 
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keadilan sosial dengan jalan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja 
terhadap kekuasaan pengusaha. Hukum ketenagakerjaan memiliki peran kontrol 
pengawasan terhadap perlakuan pengusaha atas kaum pekerja.  
Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan untuk menghasilkan barang dan 
jasa tergantung pada keikutsertaan tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan. 
Apabila tenaga kerja disiplin, tertib dan mentaati semua peraturan yang berlaku 
dalam perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan produktifitas 
dalam perusahaan. Jika suatu perusahaan terjadi sebaliknya, maka para tenaga 
kerja tersebut akan menerima konsekuensi dari perusahaan, misalnya sanksi yang 
telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Jika hubungan antara tenaga kerja 
dengan pengusaha ini tetap diserahkan sepenuhnya kepada para pihak (tenaga 
kerja dan pengusaha) maka tujuan hukum ketenagakerjaan untuk menciptakan 
keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan sulit tercapai. Pihak yang kuat akan 
selalu ingin menguasai pihak yang lemah (Homo Homini Lupus). Pengusaha 
sebagai pihak yang kuat akan secara sosial ekonomi menekan pihak tenaga kerja 
yang berada pada posisi yang lemah
32
.  
Disininlah peran dari undang-undang ketenagakerjaan Negara memberi 
keadilan hubungan antara pengusaha sebagai pihak yang kuat secara sosial 
ekonomi, dengan tenaga kerja sebagai pihak yang lemah secara sosial ekonomi 
guna pelaksaanaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  
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Bagi pengusaha, atas jasa yang diberikan tenaga kerja, pengusaha dapat 
memproduksi prodak usahanya dan dapat memenuhi konsumsi pasar. Dari 
pemasaran prodak pengusaha mendapatkan laba. Bagi tenaga kerja, atas jasa yang 
diberikan kepada pengusaha ia mendapatkan upah. Atas upah yang diberikan 
pengusaha, tenaga kerja mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.  Hubungan yang 
terjadi antara tenaga kerja dengan pengusaha, pada dasarnya dari uraian diatas 
menunjukkan adanya latar belakang yang sama yaitu sama-sama membutuhkan 
dalam rangka sama-sama memuliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Meskipun 
kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai tenaga kerja dengan pengusaha berbeda, 
namun keduanya memiliki latar belakang yang sama dalam menjalin hubungan 
yang sama-sama berlatarbelakangkan kebutuhan. Oleh karena itu, untuk 
melindungi agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, diadakan 
perjanjian kerja sebagai sumber hukum.  
Munculnya kesenjangan antara pengusaha dengan pekerja terjadi karena 
disebabkan adanya perlakuan yang dirasa merugikan pekerja dalam hal ini adalah 
pekerja tetap dan tidak tetap. Perusahan yang sewenang-wenang cenderung 
memposisikan pekerjaatau kariawannya sebagai buruh paksa. Yang dengan 
keinginan pengusaha memperoleh barang hasil produksi kemudian memanfaatkan 
tenaga pekerja atau kariawan semaksimalnya guna memperoleh hasil produksi 
yang diinginkan. Namun pengusaha dengan sengaja lalai atau tidak 
memperhatikan hak yang dimiliki pekerja. Adapun hak yang harus didapatkan 
oleh pekerja adalah mendapatkan upah, dan diperlakukan atas dasar hubungan 
kerja dan berasaskan keadilan. 
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Tenaga kerja dengan pihak perusahaan (yang memperkerjakan pekerja) 
dilihat secara kesetaraan ada dalam relasi yang tidak seimbang, dimana tenaga 
kerja/pekerja sering-kali diposisikan sebagai sub-ordinasi dari pengusaha. Dalam 
relasi yang demikian, maka peran negara/pemerintah sangat dibutuhkan sebagai 
lembaga yang dapat menjembatani kepentingan kedua belah pihak dan melindungi 
secara hukum para pihak terutama kepentingan tenaga kerja.  
Menurut Soepomo, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga ) 
macam, yaitu :  
1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 
penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu 
bekerja di luar kehendaknya; 
2. Perlindungan sosial, yaitu : perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 
jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan 
hak untuk berorganisasi; 
3. Perlindungan teknis, yaitu : perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 
keamanan dan keselamatan kerja
33
. 
Ketentuan normatif yang dapat dijadikan dasar oleh 
Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam melak melakukan pengawasan terhadap 
perusahaan untuk kepentingan memberikan perlindungan tenaga kerja, ditentukan 
dalam beberapa ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
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tentang Ketenagakerjaan mengatur perlindungan khusus pekerja/buruh 
perempuan, anak dan penyandang cacat sebagai berikut : 
1. Perlindungan pekerja/buruh Anak 
a) Pengusaha dilarang mempekerjakan anak (Pasal 68), yaitu setiap 
orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 
ayat (26); 
b) Ketentuan tersebut dapat dikecualikan bagi anak yang berumur 
antara 13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan 
sepanjang tidak mengganggu perkembangan dari kesehatan fisik, 
mental dan sosial (Pasal 69 ayat( 1)); 
c) Pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan 
tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
- Ijin tertulis dari orang tua/wali; 
- Perjanjian kerja antara orang tua dan pengusaha; 
- Waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam; 
- Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu 
sekolah; 
- Keselamatan dan kesehatan kerja; 
- Adanya hubungan kerja yang jelas; 
- Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku. 
d) Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama pekerja/buruh dewasa, 
maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja 
pekerja/buruh dewasa (Pasal 72); 
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e) Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali 
dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 73). 
f) Siapapun dilarang mempekerjakan anak pada pekerjaan yang 
buruk, tercantum dalam Pasal 74 ayat (1). Yang dimaksud 
pekerjaan terburuk seperti dalam Pasal 74 ayat (2), yaitu : 
- Segala pekerjaan dalam bentuk pembudakan atau sejenisnya; 
- Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau 
melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman 
keras,narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; 
- Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau 
menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, 
pertunjukan porno, perjudian; 
- Segala pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan 
atau moral anak. 
2. Perlindungan Pekerja/Buruh Perempuan 
Pekerjaan wanita/perempuan di malam hari diatur dalam Pasal 76 
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
yaitu sebagai berikut : 
1) Pekerjaan perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang 
dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 pagi; 
2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil 
yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan 
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keselamatan kandungannya maupun dirinya, bila bekerja antara 
pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 pagi; 
3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 
23.00 sampai dengan pukul 07.00 pagiwajib : 
- Memberikan makanan dan minumanbergizi; 
- Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja 
4) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 
23.00 sampai dengan pukul 05.00 pagi wajib menyediakan antar 
jemput; 
5) Tidak mempekerjakan tenaga kerja melebihi ketentuan Pasal 77 
ayat (2) yaitu 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 
seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam seminggu atau 8 
(delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 5 
(lima) hari kerja dalam seminggu; 
6) Bila pekerjaan membutuhkan waktu yang lebih lama, maka harus 
ada persetujuan dari tenaga kerja dan hanya dapat dilakukan 
paling banyak 3 (tiga) jam dalam sehari dan 14 (empat belas) jam 
dalam seminggu, dan karena itu pengusaha wajib membayar upah 
kerja lembur untuk kelebihan jam kerja tersebut. Hal ini 
merupakan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2); 
7) Tenaga kerja berhak atas waktu istirahat yang telah diatur dalam 
Pasal 79 ayat (2) yang meliputi waktu istirahat untuk : 
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- Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam 
setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu 
istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; 
- Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja 
dalam seminggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja 
dalam seminggu; 
- Cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (dua belas hari kerja 
setelah tenaga kerja bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara 
terus menerus; 
- Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan apabila 
tenaga kerja telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus 
menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan tenaga 
kerja tersebut tidak berhak lagi istirahat tahunannya dalam 2 
(dua) tahun berjalan. 
8) Untuk pekerja wanita, terdapat beberapa hak khusus sesuatu 
dengan kodrat kewanitaannya, yaitu : 
- Pekerja wanita yang mengambil cuti haid tidak wajib bekerja 
pada hari pertama dan kedua (Pasal 81 ayat (1)); 
- Pekerja wanita berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan 
sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 bulan sesudah 
melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan/bidan 
(Pasal 82 ayat (1)); 
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- Pekerja wanita yang mengalami keguguran kandungan berhak 
memperoleh istirahat 1,5 bulan sesuai ketentuan dokter 
kandungan/bidan (Pasal 82 (2)); 
- Pekerja wanita yang anaknya masih menyusui harus diberi 
kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu 
harus dilakukan selama waktu kerja (Pasal 83); 
- Pekerja wanita yang mengambil cuti hamil berhak mendapat 
upah penuh (Pasal 84). 
Perlindungan kerja terhadap tenaga kerja/buruh merupakan sesuatu yang 
mutlak dalam pemborongan pekerjaan, hal ini sesuai dengan 
KEPMENAKERTRANS No. KEP-101/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara 
Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/buruh. Setiap pekerjaan yang 
diperoleh perusahaan dari perusahaan lainnya, maka kedua belah pihak harus 
membuat perjanjian tertulis yang memuat sekurang-kurangnya : 
1. Jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari 
perusahaan penyedia jasa; 
2. Pengesahan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana 
dimaksud huruf a, hubungan kerja yang terjadi adalah antara 
perusahaan penyedia jasa dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan 
perusahaan penyedia jasa, sehingga perlindungan upah dan 
kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul 
menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 
sebelumnya, untuk jenis-jenis pekerjaan yang terus menerus ada di 
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perusahaan pemberi kerja dalam terjadi penggantian perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh. (Pasal 4) 
B. Hambatan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Dalam Melindungi Tenaga 
Kerja di Wilayah Kabupaten Brebes 
1. Tidak Mempunyai Databased Tenaga Kerja di Kabupaten Brebes 
Dinas Perindustrian Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten 
Brebes, Jawa Tengah, tak memiliki data penyerapan tenaga kerja yang 
bekerja di wilayahnya. Padahal, investor mulai banyak berinvestasi di 
Kabupaten Brebes. 
Permasalahan ini muncul karena pekerja, baik yang bekerja di 
dalam maupun luar Brebes, tidak melapor ke Disnaker. Padahal di Kartu 
Tanda Pencari Kerja (AK-1) atau yang biasa disebut Kartu Kuning tertera 
bahwa pekerja wajib melaporkan ke Disnsker selama enam bulan sekali, 
baik sudah mendapatkan pekerjaan atau belum. "Di kartu yang menjadi 
persyaratan melamar kerja itu sudah tertera, harus dilaporkan setiap enam 
bulan sekali. Tapi mereka tak melaporkan, padahal itu sangat penting 
untuk pendataan kami," kata Kepala Bidang Ketenagakerjaan Disnaker 
Brebes, Lukito, Selasa, 16 Januari 2018. Kartu Kuning berlaku selama dua 
tahun dengan wajib lapor setiap enam bulan. Di samping itu, perusahaan 
diharuskan melapor bila menerima warga Brebes bekerja di tempatnya. 
Namun selama ini, pihaknya tidak pernah menerima laporan tersebut. 
Lukito mengakui,  
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Disnaker Brebes hanya bisa memperkirakan jumlah tenaga kerja 
yang terserap di Kabupaten Brebes cukup banyak. Saat ini pihaknya 
mengalami kesulitan pendataan laporan dan pengawasan ketenagakerjaan 
ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun pihaknya tidak 
pernah menerima tembusan atas laporan itu. Sehingga, pihaknya merasa 
kesulitan untuk memiliki data resmi. 
2. Penyerapan rendah karena upah 
Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang kecil juga memengaruhi 
penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Brebes. Namun bagaimana pun, 
tingkat konsumsi para pekerja akan lebih rendah karena lebih dekat dengan 
tempat tinggalnya. Disnaker pun menerima beberapa keluhan dari 
perusahaan terkait dengan harga tempat kos di Kabupaten Brebes yang 
terbilang cukup mahal. Sehingga sangat mempengaruhi penyerapan tenaga 
kerja di Brebes. Pekerja di wilayah Brebes bukan hanya berasal dari 
wilayah Brebes, namun juga pekerja asal luar Brebes. 
Beberapa cara dilakukan oleh perusahaan antara lain:  
1. Tujuan dan Pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja Berdasarkan 
SK Direksi nomor: KEP.U/KS.102/VIII/1/KA-2016 di Bab I pasal 1 
ayat 8 yaitu tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang 
selanjutnya disingkat K3 peneliti menyimpulkan bahwa K3 bertujuan 
untuk menjamin dan melindungi kesehatan dan keselamatan tenaga 
kerja dari kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.  
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Mengenai pentingnya penerapan K3 berdasarkan wawancara kepada 
para pimpinan, peneliti menyimpulkan bahwa pimpinan di Kabupaten 
Brebes menyadari bahwa penerapan K3 sangatlah penting karena hal 
tersebut sebagai upaya mengurangi dan mencegah resiko yang terjadi 
akibat bekerja. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan 
pelaksana di DC dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa 
pelaksana DC mengetahui bahwa menerapkan K3 memang penting, 
dalam penerapannya sudah bagus dan sesuai dengan intruksi kerja, 
namun yang tertulis di instruksi kerja belum lengkap karena belum ada 
instruksi untuk menggunakan pelindung penglihatan, pendengaran dan 
pernafasan. Maka perlu adanya revisi di lembar instruksi kerja untuk 
melengkapi instruksi pemakaian APD secara lengkap, melihat lembar 
instruksi kerja juga belum di perbaharui semenjak 2013; 
2. Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Sebagai upaya untuk 
memaksimalkan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja yaitu 
dengan memberikan pembinaan agar pegawai memiliki pengetahuan 
dan kesadaran dalam berperilaku aman. Pembinaan yang dilakukan 
adalah dengan cara komunikasi kepada para pelaksana untuk 
memberikan pengetahuan tentang K3 dan selalu mengingatkan untuk 
selalu mengenakan APD serta berhati-hati saat bekerja. Selain itu juga 
diberikan spanduk atau poster yang mengingatkan untuk tetap 
membudayakan kesehatan maupun keselamatan di area kerja, juga 
motivasi-motivasi maupun peringatan. Teguran dan peringatan juga 
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ditujukan kepada pegawai yang melanggar aturan sebagai efek jera 
demi kebaikan bersama; 
3. Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pengawasan dilakukan 
sebagai upaya untuk memantau berjalannya program K3 di 
perusahaan. Selain itu juga untuk melihat sejauh mana hasil penerapan 
K3.  
Dari hasil pengamatan Penulis, pengawasan yang dilakukan oleh 
perusahaan antara lain: 
a) Pengawasan yang berhubungan dengan Kesehatan Kerja: 
1. Pemeriksaan kesehatan pegawai yang rutin diadakan setiap 
tahun; 
2. Pengawasan terhadap penyakit akibat kerj; 
3. Penyakit terhadap personil khusus (misal: pegawai yang 
menderita penyakit mata menular atau belekan diwajibkan 
memakai kacamata).  
b) Pengawasan yang berhubungan dengan Keselamatan Kerja:  
1. Safety Inspection yaitu mengidentifikasi potensi bahaya 
sehingga segera diperbaiki sebelum terjadi kecelakaan; 
2. Incident Investigasi yaitu melakukan perbaikan-perbaikan 
setelah terjadi kecelakaan agar tidak terulang kembali; 
3. Behaviour Safety Audit yaitu mengidentifikasi perilaku-




4. Melakukan ujicoba peralatan sebelum diterapkan dalam 
pekerjaan sehari-hari; 
5. Memberikan teguran lisan maupun tertulis baik secara 
langsung maupun melalui media komunikasi bagi yang 
melanggar peraturan.  
c) Pengawasan terhadap Lingkungan Kerja Pengawasan terhadap 
lingkungan mencakup pengawasan terhadap gangguan fisik seperti 
kebisingan, penerangan, gangguan yang disebabkan oleh debu atau 
cairan-cairan kimia. Sebagai penunjang penerapan program 
kesehatan dan keselamatan kerja di Depo Lokomotif Tegal, 
perusahan telah menyediakan berbagai sarana dan fasilitas, antara 
lain :  
1. Alat Pelindung Diri (APD); 
2. Sarana dan fasilitas K3 meliputi penyediaan kotak P3K 
disetiap bagian, sarana MCK, mushola, ruang ganti pegawai, 
locker room, klinik kesehatan dengan beberapa dokter 
fungsional, kantin, koperasi, rest area dan smoking area; 
3. Asuransi meliputi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), 
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.  
4. Sistem outsourcing 
Tenaga kerja merupakan elemen penting dalam faktor produksi dan 
pembangunan. Tenaga kerja bisa menjadi penentu berhasil tidaknya 
pembangunan atau produksi, dan cepat tidaknya output yang dihasilkan 
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terwujud. Dahulu, perusahaan mengangkat tenaga kerja sebagai karyawan 
tetap. Mereka mendapatkan gaji tetap dan berbagai tunjangan dari 
perusahaan agar tetap nyaman bekerja. Pekerja yang bahagia, akan 
membantu proses produksi sesuai target yang ditetapkan perusahaan. 
Belakangan, saat perusahaan berusaha menekan ongkos produksi 
untuk mendapatkan keuntungan maksimal, muncul sistem outsourcing 
atau alih daya. Undang-undang tidak menjelaskan secara tegas tentang 
outsourcing. Namun, dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa, ''Perusahaan dapat 
menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya 
melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa 
pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.” 
Dalam pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap para tenaga 
kerja dengan sistem PKWT tidak selalu bisa berjalan dengan baik sesuai 
dengan yang diharapkan dan diinginkan untuk terjadi oleh para pembuat 
undang-undang. Pada pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang 
menghambat tercapainya keinginan dari pembuat undang-undang. 
Sekarang ini banyak pengusaha yang semakin berminat untuk 
menggunakan jasa tenaga kerja dengan sistem PKWT, karena pengusaha  
menilai  lebih  efsien  memakai tenaga kerja dengan sistem PKWT jika di 
bandingkan dengan memakai jasa tenaga kerja dengan sistem PKWTT. 
Tidak hanya upah, tunjangan maupun uang pesangon yang terabaikan bagi 
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tenaga kerja dengan sistem PKWT, tetapi juga termasuk pemenuhan hak 
tenaga kerja oleh perusahaan terhadap program Jamsostek.  
Diperkirakan memang ada perusahaan-perusahaan pengerah jasa 
tenaga kerja yang sengaja memanfaatkan sistem PKWT untuk 
menghindari dari kewajiban untuk memenuhi hak tenaga kerja terhadap 
program Jamsostek, membayar gaji secara tetap ataupun membayar 
pesangon ketika di PHK. Keadaan inilah yang kemudian menimbulkan 
keresahan di kalangan para tenaga kerja dengan sistem PKWT, dimana 
diketahui sebesar dua pertiga dari jumlah mereka yaitu tenaga kerja 
dengan sistem PKWT tidak memberi kepastian untuk terus dapat bekerja, 
dimana mereka dengan mudah untuk diberhentikan dengan berbagai 
alasan.  
Adanya keadaan tersebut jelas tidak memberikan perlindungan 
terhadap para tenaga kerja yang bekerja dengan sistem PKWT, sedangkan 
seperti yang diketahui salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan 
adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 
kesejahteraan.Sebagaimana telah dijelaskan di atas, untuk melindungi 
pekerja dari permasalahan ketenagakerjaan yang kompleks, pemerintah 
mengeluarkan Undang-undang Ketenagakerjaan. Namun, perlindungan 
tersebut sebagian besar hanya berlaku bagi pekerja dengan status tetap atau 




Terlebih lagi perlindungan hukum yang berkaitan dengan 
pemenuhan hak terhadap program Jamsostek bagi tenaga kerja yang 
berstatus PKWT, belum sepenuhnya terakomodir dalam UU 
Ketenagakerjaan. Bagi tenaga kerja dengan sistem PKWT pengaturannya 
hanya diatur dalam Keputusan Menakertrans Republik Indonesia Nomor: 
KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu. 
Sesuai dengan Keputusan Menakertrans tersebut, diatur bahwa 
jenis program dan dasar penetapan iuran bagi tenaga kerja harian lepas: 
1. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas 
kurang dari tiga bulan wajib mengikutsertakannya dalam 
program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; 
2. Dalam hal pengusaha mempekerjakan tenaga kerja harian lepas 
untuk melakukan pekerjaan secara terus menerus selama tiga 
bulan berturut-turut atau lebih dan setiap bulannya tidak kurang 
dari 20 hari, maka wajib mengikutsertakannya dalam program 
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan 
Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; 
3. Kewajiban sebagaimana dimaksud, harus dilakukan terhitung 
sejak tenaga kerja harian lepas telah bekerja melewati masa 
kerja tiga bulan berturut-turut. Khusus untuk Tenaga Kerja 
Harian yang hanya didaftarkan dalam program Jaminan 
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Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, hanya memiliki 
nomor Peserta Jamsostek. Tetapi Kartu Peserta Jamsostek tidak 
diterbitkan. Karena Kartu Peserta Jamsostek akan diterbitkan 

























1. Peran Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes Dalam 
Melindungi Tenaga Kerja Di Wilayah Kabupaten Brebes, adalah : 
a. Jaminan kesejahteraan tenaga kerja; 
b. Sebagai kordinator dalam perlindungan hukum tenaga kerja 
maupun buruh yang bekerja dalam perindustrian maupun 
outsourcing 
c. Dinas perindustrian dan tenaga kerja di kabupaten brebes dalam 
perlindungan tenaga kerja di wilayah kabupaten brebes belum 
maksimal dalam menjalankan perannya Sebagai mediator dalam 
permasalahan ketenagakerjaan serta dalam pengkajian upah 
minimum regional, maka dari itu perlu langkah-langkah khusus 
yang harus dilakukan seperti mempertegas lagi peraturan yang 
sudah diterapkan dan bertindak tegas bagi pelanggar hukum 
ketenagakerjaan yang mengakibtakan kerugian bagi tenaga kerja 
secara ekonomi maupun sosial. 
2. Hambatan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Dalam 
Melindungi Tenaga Kerja di Wilayah Kabupaten Brebes 
a. Tidak Mempunyai Databased Tenaga Kerja di Kabupaten Brebes 
Dinas Perindustrian Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Brebes, 




di wilayahnya. Permasalahan ini muncul karena pekerja, baik yang 
bekerja di dalam maupun luar Brebes, tidak melapor ke Disnaker.  
b. Belum adanya badan pengawas dinas perindustrian dan tenaga 
kerja di wilayah kabupaten brebes sehingga mengakibatkan peran 
dinas perindustrian dan tenaga kerja belum maksimal dalam 
menjalankan tugasnya. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan : 
1. Dinas perindustrian dan tenaga kerja diwilayah kabupaten brebes harus 
lebih maksimal lagi dalam menanggapi permasalahan dalam perusahaan 
maupun perindustrian agar lebih bisa melindungi tenaga kerja maupun  
buruh yang berada di wilayah kabupaten brebes. 
2. Perlu adanya kantor pengawas bagi dinas perindustrian dan tenaga kerja di 
wilayah kabupaten brebes agar bisa memantau perkembangan maupun 
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